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WDP, Pemkot Selalu ~
Terbentur Masalah Aset

Pontianak, BERKAT.

Laporan Keuangan Peme-
rintah Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2010 yang meng-
gondol kata wajar dengan
pengecualian (WDP) setelah
diaudit BPK-RI, dinilai kala-
ngan DPRD sudah cukup baik
dari tahun sebelumnya, kare-
na untuk hasil audit kali ini,
BPK-RI tidak menemukan
indikasi kerugian negara.

Namun, BPK-RI hanya me-
nemukan sejumlah penge-
cualian yang bermasalah, te-
rutama dalam pencatatan
aset yang masih selalu menjadi kelemahan
Pemerintah Kota Pontianak yang harus
diperbaiki lagi dan lagi.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota
Pontianak Hartono Azas, usai rapat intern
Panja DPRD Kota Pontianak terhadap hasil

HARTONO AZAS

laporan pemeriksaan BPK-
Rl atas Laporan Keuangan
Pemkot Pontianak Tahun
Anggaran 2010, setelah
sebelumnya mendengarkan
pidato Wali Kota Pontianak
terhadap Raperda serupa,
kemarin.

la menuturkan, laporan
pertanggungjawaban
APBD tahun anggaran 2010
yang sudah diaudit BPK ini
dilakukan untuk melihat
apakah sesuai dengan ren-
cana pembangunan dae-
rah, baik jangka panjang,
menengah dan pendek.

“Nantinya kita akan lakukan evaluasi
dilakukan oleh Badan Anggaran, sehing-
ga kinerja yang disepakati apakah bisa
tercapai atau belum pada tahun 2010 itu.
Kita juga akan melakukan pencocokan

dengan pembahasan awal anggaran
dengan kinerja atau output dari pemkot,
antara lain apakah angka kemiskinan
berkurang atau tidak, bagaimana indeks
manusia Kota Pontianak, bagimana derajat
kesehatan masyarakat Pontianak dan
bagaimana kinerja laporan keuangan.
Hasilnya, kita mendapat status wajar
dengan pengecualian, ada beberapa
pengecualian kecil saja dari BPK dan ini
artinya tidak ada penyimpangan yang
mengakibatkan kerugian daerah, seperti
penganggaran untuk bantuan siswa
miskin," papamya.

Sementara yang periu dikoreksi dari
audit BPK sebagai bentuk wajar dengan
pengecualian ada beberapa item, tetapi
kata Ketua DPC Demokrat Kota Pontianak
ini tidak ada yang merugikan daerah,
hanya kepatutan kepada sistem hingga
pengendalian internal.

“Dengan cacatan saran untuk penca-
tatan penganggaran harus ada Standar
Operational Procedur (SOP) di SKPD
tertentu, kemudian penyertaan modal
harus disertai dengan peraturan daerah
tentang penyertaan modal, dan ada bebe-
rapa hal tertib administrasi pengelolaan
daerah, hingga aset pembangunan menge-
nai ganti rugi yang harus dibenahi dengan

legalitas yang ada,” jelas Hartono.

Masalah aset keluhnya sudah menjadi
catatan paling sering dari pemkot,
mengingat permasalahan aset menjadi
catatan pengecualian dari BPK-RI ini.

Hal sama juga diungkapkan Wakil
Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni
Prasetyo. Menurutnya, WDP, khususnya
pengecualian-pengecualian itu diharap-
kan tidak ada lagi, terutama dengan mela-
kukan perbaikan, diantaranya mening-
katkan kepatuhan kepada ketentuan pe-
rundang-undangan dalam pelaksanaan
APBD, terkait metode pelaksanaan
anggaran maupun lainnya.

“Kita akan mendalami, bersamaan LHP
BPK ini. Pengecualian dari BPK Rl ini akan
menjadi sorotan kita, terutama dari PKS,"
ungkapnya.

Diakuinya, pengelolaan aset memang
selalu bermasalah setiap tahun. Lamban-
nya BPN untuk sertifikasi juga SDM pe-
nanggung jawab dalam pengelolaan ba-
rang milik daerah dari Sekda yang harus
ditingkatkan.

“Masalah aset selalu menjadi masalah,
faktor lainnya dari BPN, makanya kita
akan bahas lebih mendalam supaya kita
mendapal wajar tanpa pengecualian
(WTP),” tambahnya. (wti)



